PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98 TAHUN
2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan
kepada pengguna layanan pada Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu
dilakukan penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak bersifat volatil berupa jasa akses informasi
geospasial tematik pertanahan dan ruang;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun
2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku
pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional belum mengatur jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil berupa jasa
akses informasi geospasial tematik pertanahan dan
ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada
Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/Badan
Pertanahan Nasional;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana



Menetapkan

-0-

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan
Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);

4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 958);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98
TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT
VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 98 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang
Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 958), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) huruf
yakni huruf i, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat
volatil yang berlaku pada Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, meliputi
penerimaan dari jasa:

a. pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas
pejabat pembuat akta tanah;

b. pelatihan penilai pertanahan tingkat dasar;

c. pelatihan penilai pertanahan tingkat lanjut;

d. pelatihan administrasi pertanahan bagi petugas
pengelola pertanahan daerah;

e. pelatihan pemetaan bidang tanah terintegrasi bagi
surveyor berlisensi;

f. pelatihan pengelolaan data pertanahan desa bagi
perangkat desa;

g. pelatihan penyusunan rencana detail tata ruang
tingkat dasar;

h. pelatihan penyusunan rencana detail tata ruang
tingkat menengah; dan

i. akses informasi geospasial tematik pertanahan
dan ruang.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
batas tarif tertinggi.

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 98 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang
Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 958) ditambahkan 1 (satu) huruf
yakni huruf I, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

E Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
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PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 5g7




LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 98 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN rupiah
(rupiah)
A. Tetap
B. Tetap
C. Tetap
D. Tetap
E. Tetap
F. Tetap
G. Tetap
H. Tetap
[. Jasa Akses Informasi Geospasial Tematik
Pertanahan dan Ruang
1. Jasa Akses Informasi Geospasial Tematik
Pertanahan dan Ruang Berbasis Bidang, .
minimal 1.000 bidang yang dapat diakses | P€T bidang 7.500,00
selama 60 hari




JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN (31‘;6;1?;1;‘1)
2. Jasa  Akses Informasi Geospasial
Tematik  Pertanahan dan Ruang
Berbasis Kawasan, minimal 1.000 | P€T hektare 20.000,00
hektare yang dapat diakses selama 60
hari

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
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